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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMORZZ TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2013

Menimbang

Mengingat

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
telah dibentuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya, perlu
melakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan
fungsi, Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan
Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Pertunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di
Daerah Dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan
Angka Kreditnya;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana telah di ubah beberapa
kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1.

11.

12.

1)

(2)

(3)

4)

(5)

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah 1 (satu) angka
menjadi angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan
jabatan fungsional umum.

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang
selanjutnya disebut P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di
luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g,
terdiri dari jabatan fungsional Auditor, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya.

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional
berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional Auditor, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jabatan fungsional yang
mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah yang
dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi
melalui analisis jabatan.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal // A/\//(I/t‘y’ g0«

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal // MMt U0
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PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 23



